
1

1 1

1 01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

1 01 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu
1 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1 01 01 2.01 02
Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

1 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1 01 01 2.01 04
Koordinasi dan Penyusunan

DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

1 01 01 2.01 05
Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

1 01 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 01 01 2.01 07
Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi

Kinerja Perangkat

Daerah

1 01 01 2.02
Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

Persentase Ketersediaan Administrasi Laporan Kinerja Instansi 

pemerintah dan

Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

1 01 01 2.02 01
Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

1 01 01 2.02 02
Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

1 01 01 2.02 04
Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi SKPD
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

1 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun SKPD

1 01 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 

Pemeriksaan

1 01 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1 01 01 2.03 05

Rekonsiliasi dan Penyusunan

Laporan Barang Milik

Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

1 01 01 2.05
Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah
Persentase Ketersediaan Administrasi Laporan Kepegawaian

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Jeneponto

Tahun 2023

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 01 01 2.05 03
Pendataan dan Pengolahan

Administrasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

1 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang- Undangan

1 01 01 2.06
Administrasi Umum

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Penunjang Administrasi 

Umum Perangkat Daerah

1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

1 01 01 2.06 02
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

1 01 01 2.06 03
Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

1 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

1 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan
1 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

1 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1 01 01 2.06 11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD

1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

1 01 01 2.08 01
Penyediaan Jasa Surat

Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

1 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

1 01 01 2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor yang Disediakan

1 01 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah
Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah

1 01 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan

Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan

Pajaknya

1 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Angka Harapan lama sekolah (Tahun)

Angka Melanjutkan SD/MI

Angka Melanjutkan SMP/MTs

Angka melek huruf (%)

Angka Putus Sekolah SD/MI

Angka Putus Sekolah SMP/MTs

angka rata-rata lama sekolah (tahun)

APK SD/MI

APM SMP/MTs

Persentase angka partisipasi kasar PAUD (3-6 tahun)

Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam 

Pendidikan PAUD (SPM)

Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam 

Pendidikan dasar (SD/MI. SMP/MTs) (SPM)

Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan 



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 01 02 2.01
Pengelolaan Pendidikan

Sekolah Dasar

Angka Partisipasi Murni

SD

1 01 02 2.01 06 Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun

1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia

1 01 02 2.01 17
Pengadaan Perlengkapan

Siswa
Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia

1 01 02 2.01 21
Penyediaan Biaya Personil

Peserta Didik Sekolah Dasar

Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya 

Personil Peserta Didik

1 01 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan 

Ujian

1 01 02 2.01 25
Pembinaan Minat. Bakat dan

Kreativitas Siswa

Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan 

Non Akademik

1 01 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan 

Kelembagaan dan manajemen sekolah
1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Angka Partisipasi Murni

(APM) SMP

1 01 02 2.02 12 Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun

1 01 02 2.02 28
Pengadaan Perlengkapan

Siswa

Jumlah Perlengkapan

Siswa yang Tersedia

1 01 02 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian

1 01 02 2.02 37
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama

Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan 

Melaksanakan Rekomendasi

1 01 02 2.02 38
Pembinaan Minat. Bakat dan

Kreativitas Siswa

Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan 

Non Akademik

1 01 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan

1 01 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

1 01 02 2.03
Pengelolaan Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD)
Angka Partisipasi PAUD

1 01 02 2.03 02 Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun

1 01 02 2.03 14
Penyiapan dan Tindak Lanjut

Evaluasi Satuan PAUD
Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi

1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen

1 01 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD
Jumlah PAUD yang

Mengelola Dana BOP

1 01 02 2.04
Pengelolaan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan

Persentase Melek Huruf

Penduduk Usia 25

Tahun keatas
1 01 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

1 01 02 2.04 13
Penyiapan dan Tindak Lanjut

Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan 

Melaksanakan Rekomendasi

1 01 02 2.04 16
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 

Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan 

Kelembagaan dan Manajemen

1 01 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP

1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Persetase Pemerataan Pendidik danTenaga Kependidikan pada Jenjang 

Pendidikan SD dan Sederajat Perwilayah

Persetase Pemerataan Pendidik danTenaga Kependidikan pada Jenjang 

Pendidikan SMP dan Sederajat

Perwilayah



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 01 04 2.01

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan

Persentase Satuan Pendidikan yang terpenuhi Kebutuhan GTK

1 01 04 2.01 01
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan 

Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan

1 01 04 2.01 02
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan 

Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar.

PAUD. dan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan

2

2 22

2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan

2 22 02 2.01
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Persentase Cagar

Budaya yang terkelola

2 22 02 2.01 01 Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan. 

Pengembangan. Pemanfaatan

2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
Persentase Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kesenian 

tradisional

2 22 03 2.01
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota
Persentase Pengelola sanggar seni yang bersertifikat

2 22 03 2.01 01
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian

Tradisional

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat 

Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)

2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Sejarah lokal yang dikembangkan

2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Naskah Kuno yang terawat

2 22 04 2.01 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah

1

1 02

1 02 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

1 02 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah yang disusun
1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

1 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

1 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

1 02 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah

1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

1 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

1 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

1 02 01 2.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

Daerah
Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah

1 02 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

1 02 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1 02 01 2.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat 

Daerah
1 02 01 2.04 01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah

1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

1 02 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

1 02 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi 

Kepegawaian

1 02 01 2.05 05 Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai

1 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

1 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan
1 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

1 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

1 02 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara

1 02 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

1 02 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya

1 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

1 02 02 2.01
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang 

disediakan



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Sarana . Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya

1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

1 02 02 2.01 14
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan yang Disediakan

1 02 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit 

Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center

1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat. Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan

1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan

1 02 02 2.01 21
Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). 

Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Bahan Medis Habis Pakai 

(BMHP). Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta 

Fasilitas Kesehatan Lainnya

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten yang tersedia

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Jumlah Kegiatan

Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1 02 02 2.02 19
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan 

Mandiri. dan Tradisional Lainnya

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. 

Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 02 2.02 21
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa 

(ODMK)

Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan

1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

1 02 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

1 02 02 2.02 31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota

1 02 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon 

Wabah

1 02 02 2.02 38
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu 

(SPGDT)

Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan. Terkelolaan dan 

Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat 

Darurat Terpadu

(SPGDT)

1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara 

terintegrasi

1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

1 02 02 2.04
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C. D dan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen rekomendasi izin operasional yang diterbitkan

1 02 02 2.04 02
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar

1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator 

Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan

1 02 02 2.04 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan

1 02 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

KESEHATAN
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

1 02 03 2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang 

disediakan

1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

1 02 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan

1 02 03 2.03

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber 

Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen hasil pengembangan mutu dan kompetensi SDMK

1 02 03 2.03 01
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya 

Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya

1 02 04
PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN 

MINUMAN

Persentase Alat Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang 

sesuai standar

1 02 04 2.01

Pemberian Izin Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal. 

Usaha Mikro Obat

Tradisional (UMOT)

Jumlah apotek. toko obat dan UMOT yang terbit izinnya



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 04 2.01 01

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan 

Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan. dan Optikal. Usaha Mikro Obat 

Tradisional (UMOT)

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 

Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan. 

dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1

1 02

1 02 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah

1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan
1 02 01 2.1 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang meningkat pelayanannya

1 02 01 2.1 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna

1 02 02 2.01
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat. Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan

1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan

1

1 02

1 02 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
TersedJumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna

1 02 02 2.01
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

1 02 02 2.01 14
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan yang Disediakan
1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat. Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan

1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten yang tersedia

1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit

1

1 02

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten yang tersedia

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

1 02 02 2.02 36
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

1 02 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

KESEHATAN
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

1 02 03 2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK 

untuk UKM dan UKP

1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Aktif

1 02 05 2.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Upaya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 05 2.03 01
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1

1 02

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten yang tersedia

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular

1 02 02 2.02 28
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 

Laboratorium Rujukan/Nasional

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke 

Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

1 02 02 2.02 36
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

KESEHATAN
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

1 02 03 2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK 

untuk UKM dan UKP

1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Aktif

1 02 05 2.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Upaya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1 02 05 2.03 01
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1

1 02

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten yang tersedia

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

1 02 02 2.02 36
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

1 02 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

KESEHATAN
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

1 02 03 2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK 

untuk UKM dan UKP

1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Aktif

1 02 05 2.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Upaya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1 02 05 2.03 01
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1

1 02

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten yang tersedia

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

1 02 02 2.02 36
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

1

1 02

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten yang tersedia

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular

1 02 02 2.02 28
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 

Laboratorium Rujukan/Nasional

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke 

Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

1 02 02 2.02 36
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

1 02 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon 

Wabah

1 02 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

KESEHATAN
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

1 02 03 2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK 

untuk UKM dan UKP

1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Aktif

1 02 05 2.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Upaya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1 02 05 2.03 01
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1

1 02

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten yang tersedia

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular

1 02 02 2.02 28
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 

Laboratorium Rujukan/Nasional

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke 

Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

1 02 02 2.02 36
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

1 02 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

KESEHATAN
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

1 02 03 2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK 

untuk UKM dan UKP

1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Aktif

1 02 05 2.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Upaya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1 02 05 2.03 01
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1

1 02

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten yang tersedia

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

1 02 02 2.02 36
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

1 02 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon 

Wabah

1 02 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

KESEHATAN
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

1 02 03 2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK 

untuk UKM dan UKP

1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Aktif

1 02 05 2.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Upaya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 05 2.03 01
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1

1 02

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten yang tersedia

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

1 02 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

KESEHATAN
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

1 02 03 2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK 

untuk UKM dan UKP

1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Aktif

1 02 05 2.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Upaya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1 02 05 2.03 01
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1

1 02

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten yang tersedia

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 02 2.02 36
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

1 02 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

KESEHATAN
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

1 02 03 2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK 

untuk UKM dan UKP

1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Aktif

1 02 05 2.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Upaya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1 02 05 2.03 01
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1

1 02

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten yang tersedia

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

1 02 02 2.02 36
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

1 02 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

KESEHATAN
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

1 02 03 2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK 

untuk UKM dan UKP

1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Aktif

1 02 05 2.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Upaya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1 02 05 2.03 01
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1

1 02

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten yang tersedia

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

1 02 02 2.02 36
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Aktif

1 02 05 2.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Upaya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1 02 05 2.03 01
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1

1 02

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten yang tersedia

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

1 02 02 2.02 36
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

1 02 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

KESEHATAN
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

1 02 03 2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK 

untuk UKM dan UKP

1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Aktif

1 02 05 2.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Upaya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1 02 05 2.03 01
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1

1 02

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten yang tersedia

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

1 02 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

KESEHATAN
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

1 02 03 2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK 

untuk UKM dan UKP

1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Aktif

1 02 05 2.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Upaya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1 02 05 2.03 01
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1

1 02

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten yang tersedia

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

1 02 02 2.02 36
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

1 02 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

KESEHATAN
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

1 02 03 2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK 

untuk UKM dan UKP

1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Aktif



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 05 2.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Upaya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1 02 05 2.03 01
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1

1 02

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten yang tersedia

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 02 2.02 36
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

1 02 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

KESEHATAN
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

1 02 03 2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK 

untuk UKM dan UKP

1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Aktif

1 02 05 2.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Upaya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1 02 05 2.03 01
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1

1 02

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten yang tersedia

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

1 02 02 2.02 36
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

1 02 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

KESEHATAN
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

1 02 03 2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK 

untuk UKM dan UKP

1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Aktif

1 02 05 2.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Upaya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1 02 05 2.03 01
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1

1 02

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten yang tersedia

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

1 02 02 2.02 36
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

1 02 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon 

Wabah

1 02 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

KESEHATAN
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

1 02 03 2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK 

untuk UKM dan UKP

1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Aktif

1 02 05 2.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Upaya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1 02 05 2.03 01
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1

1 02

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten yang tersedia

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

1 02 02 2.02 36
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

1 02 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon 

Wabah

1 02 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

KESEHATAN
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

1 02 03 2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK 

untuk UKM dan UKP

1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Aktif

1 02 05 2.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Upaya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1 02 05 2.03 01
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1

1 02

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah 

Kabupaten yang tersedia

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

1 02 02 2.02 36
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

1 02 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

KESEHATAN
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

1 02 03 2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK 

untuk UKM dan UKP

1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Aktif



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 05 2.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Upaya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1 02 05 2.03 01
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1

1 02

1 02 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Puskesmas terakreditasi Utama

1 02 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen upaya pengembangan dan pelaksanaan upaya 

kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar

1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 02 02 2.02 36
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

1 02 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

KESEHATAN
Persentase Sumber daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

1 02 03 2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di 

fasyankes

1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa Siaga Aktif

1 02 05 2.03

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan 

bersumber daya masyarakat (UKBM)

1 02 05 2.03 01
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1

1 03

1 03 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 03 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
1 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1 03 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

1 03 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1 03 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

1 03 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

1 03 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

1 03 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

1 03 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 03 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

1 03 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1 03 01 2.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

Daerah
Jumlah Laporan Administrasi BMD Perangkat Daerah

1 03 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang 

disusun

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1 03 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan penunjang administrasi umum perangkat daerah

1 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan
1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

1 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan
1 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

1 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

1 03 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara

1 03 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya

1 03 01 2.09 03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat 

Besar
Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya

1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Persentase kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh 

infrastruktur banjir dalam kewenangan Kabupaten

1 03 02 2.01

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah 

Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Luas kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh 

infrastuktur di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten

1 03 02 2.01 03

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Pengendali Banjir. Lahar. Drainase Utama Perkotaan dan 

Pengaman Pantai

Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Pengendali Banjir. Lahar. Drainase Kawasan. dan Pengaman 

Pantai yang Disusun
1 03 02 2.01 09 Pembangunan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun

1 03 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi

1 03 02 2.02

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder 

pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

Panjang jaringan irigasi ya ditingkatkan/direhabilitas

1 03 02 2.02 01
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Irigasi dan Rawa

Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun
1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi

1 03 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara

1 03 02 2.02 28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi 

Air

1 03 03
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PENYEDIAAN AIR MINUM

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum 

melalui SPAM

1 03 03 2.01

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) di Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah SPAM yang dibangun/ditingkatkan/di

1 03 03 2.01 01 Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis SPAM Jumlah Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis SPAM yang disusun

1 03 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM Jumlah Konsultasi Superv Pembangunan/Peningkat SPAM

1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat 

Karya/SPAM Berbasis Masyarakat



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 03 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah SPAM yang ditingkatkan dikawasan Perdesaan

1 03 03 2.01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah SPAM yang diperluas dikawasan Perdesaan

1 03 05
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR 

LIMBAH

Persentase kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses aman

Persentase kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses dasar

1 03 05 2.01
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam 

Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah rumah tangga bersanitasi melalui SPALD

1 03 05 2.01 01
Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan 

Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah 

Kabupaten/Kota yang Disusun

1 03 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik

1 03 05 2.01 11

Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi

/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 

Terpusat Skala Permukiman

Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ 

Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala 

Permukiman

1 03 06
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 

DRAINASE
Persentase drainase Kabupaten dalam kondisi baik

1 03 06 2.01

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Panjang Drainase Sekunder Kabupaten dalam kondisi baik

1 03 06 2.01 10
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase 

Lingkungan

Jumlah Konsultasi Superv Pembangunan/Peningkat Sistem Drainase 

Lingkung
1 03 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun

1 03 06 2.01 16
Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Drainase 

Lingkungan

Jumlah Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Drainase 

Lingkungan yang Disusun

1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang dalam kondisi 

laik fungsi

1 03 08 2.01

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah

Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Jumlah Bangunan Strategis Pemerintah Daerah yang memilik sertifikat 

laik fungsi

1 03 08 2.01 01

Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sertifikat 

Laik Fungsi (SLF). Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG). 

Pendataan Bangunan

Gedung. serta Implementasi SIMBG

Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung 

(PBG). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). peran Tim Profesi Ahli (TPA). Pendataan 

Bangunan Gedung. serta Implementasi SIMBG

1 03 08 2.01 02
Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan. dan Pemanfaatan Bangunan 

Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan dan 

Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

1 03 08 2.01 12
Rehabilitasi. Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk 

Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Bangunan Gedung untuk

Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan 

Rehabilitasi. Renovasi dan Ubahsuai
1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase panjang jalan dalam kondisi baik

1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang jalan kabupaten dalam kondisi Mantap (baik dan Sedang)

1 03 10 2.01 01
Penyusunan Rencana. Kebijakan. dan Strategi Pengembangan Jaringan 

Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis. Kajian 

Kebijakan. Bantuan Teknis. Bimbingan Teknis. Pengelolaan Pengendalian

1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan

1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun

1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi

1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala

1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin

1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yang Dibangun

1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi

1 03 10 2.01 23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Persentase Tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat 

kompetensi

1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah tenaga kerja yang memiliki Sertifikasi Terampil Jasa Konstruksi

1 03 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi 

atau Analis yang Mengikuti Pelatihan

1 03 11 2.02
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Data dan informasi Jasa Konstruksi yang disusun

1 03 11 2.02 06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha

1 03 11 2.02 07
Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan 

Peralatan

Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaa Material dan 

Peralatan
1 03 11 2.02 08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi

1 03 11 2.02 10 Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi

1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase dokumen RTRW dan RDTR yang tersedia

1 03 12 2.01

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci 

Tata Ruang (RRTR)

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen RTRW dan RRTR yang disusun

1 03 12 2.01 02
Pelaksanaan Persetujuan Substansi. Evaluasi. Konsultasi Evaluasi dan 

Penetapan RRTR Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi. Evaluasi dan Penetapan RRTR 

Kabupaten/Kota

1 03 12 2.01 04
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang 

Penataan Ruang

Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-

undangan Bidang Penataan ruang

1 03 12 2.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah

Kabupaten/Kota
Jumlah realisasi RTRW dengan rencana peruntukannya

1 03 12 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW 

Kabupaten/Kota

1 03 12 2.04
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Daerah Kabupaten/Kota
Luas ruang terbuka hijau yang tersedia

1 03 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

1

1 04

1 04 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

1 04 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
1 04 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja Yang disusun

1 04 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA pokok yang disusun

1 04 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah dokumen RKA perubahan yang disusun

1 04 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA pokok yang disusun

1 04 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah dokumen DPA perubahan yang disusun

1 04 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen LKjIP. Perjanjian Kinerja. SOP. Anjab Evjab dan SPM 

yang disusun
1 04 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah

1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1 04 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

1 04 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 04 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 04 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah Jenis sub Kegiatan penunjang Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah
1 04 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

1 04 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Subkegiatan Penunjang Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

1 04 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

1 04 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

1 04 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

1 04 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

1 04 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan
1 04 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

1 04 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

1 04 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 04 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

1 04 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

1 04 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

1 04 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Jumlah Sub Kegiatan Penunjang Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan

1 04 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

1 04 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan yang 

dilaksanakan

Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah 

layak huni

Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi 

1 04 02 2.01

Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 

Relokasi Program

Kabupaten/Kota

Jumlah jenis Subkegiatan penunjang pendataan dan rehabilitasi rumah 

korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota

1 04 02 2.01 05
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam 

atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 

yang Terverifikasi

1 04 02 2.02

Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan

Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program 

Kabupaten/Kota

Jumlah jenis subkegiatan penunjang sosialisasi dan persiapan 

penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi 

program Kabupaten/Kota



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 04 02 2.02 01
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada 

Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana

Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis 

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota

1 04 02 2.02 04 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas. Tim Pendamping dan Fasilitator
Jumlah Orang pada Tim Satgas. Tim Pendamping. dan Fasilitator yang 

Terbentuk dan Terlatih

1 04 02 2.03
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi 

Program Kabupaten/Kota

Jumlah/Jenis Sub Kegiatan Penunjang Pembangunan dan Rehabilitasi 

Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota

1 04 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi

1 04 02 2.03 02
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi 

Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah 

Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program 

Kabupaten/Kota

1 04 02 2.03 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun

1 04 02 2.05
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah 

Khusus

Jumlah Sub Kegiatan Penunjang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun 

Umum dan atau Rumah Khusus

1 04 02 2.05 02
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah 

Khusus

Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah 

Khusus

1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

1 04 03 2.01
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 

Permukiman

Jumlah Jenis Sub kegiatan Pendukung Penerbitan Izin Pembangunan dan 

Pengembangan Kawasan Permukiman

1 04 03 2.01 02
Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan 

Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 

Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview 

serta Terlegalisasi

1 04 03 2.01 03
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan 

Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan 

Permukiman Kumuh

1 04 03 2.02
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 

dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Jumlah jenis Sub kegiatan pendukung penataan dan peningkatan kualitas 

kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah (sepuluh) 10 Ha

1 04 03 2.02 03
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di 

Permukiman Kumuh

Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di 

Permukiman Kumuh

1 04 03 2.02 08 Penyusunan/Review/Legalis asi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijak Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terleg

1 04 03 2.03
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di 

Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Jumlah/Jenis Sub Kegiatan Penunjang Peningkatan Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki

1 04 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar

1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Persentase Penyelenggaraan Peningkatan kualitas Perumahan & Kawasan 

Permukiman

1 04 04 2.01

Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada 

Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Unit rumah yang direhabilitasi untuk pencegahan Perumahan & 

kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

1 04 04 2.01 01

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh 

dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh 

dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki

1 04 05
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS 

UMUM (PSU)

Persentase Penyelenggaraan Peningkatan kualitas Prasarana Sarana 

Utilitas Umum

1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah/Jenis sub kegiatan penunjang penyelenggaraan PSU Perumahan

1 04 05 2.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

1 04 05 2.01 02
Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum di Perumahan untuk 

Menunjang Fungsi Hunian

Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana. Sarana. dan Utilitas 

Umum yang Menunjang Fungsi Hunian



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 04 05 2.01 03
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana. Sarana. 

dan Utilitas Umum Perumahan

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka 

Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum Perumahan

1 04 05 2.01 04 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi 

dari Pengembang
2

2 10

2 10 05
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN 

TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Persentase luas lahan untuk kepentingan umum yang dibebaskan oleh 

Pemerintah daerah

2 10 05 2.01
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk 

Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian masalah ganti 

kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah 

Daerah

2 10 05 2.01 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan 

Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah 

Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2 10 06
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH. DAN GANTI KERUGIAN 

PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

Persentase terlaksananya Redistribusi tanah Abstente oleh Pemerintah 

Daerah

2 10 06 2.01

Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian 

Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen data inventarisasi subjek penerima redistribusi tanah 

dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

2 10 06 2.01 01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 

(Satu) Kabupaten/Kota
2 10 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Persentase pengelolaan tanah kosong Kabupaten

2 10 08 2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
Jumlah Jenis sub kegiatan penunjang penyelesaian masalah tanah 

kosong

2 10 08 2.01 01
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong

2 10 08 2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Jenis sub kegiatan penunjang pengelolaan tanah kosong

2 10 08 2.02 01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang 

Diinventarisasi.
1

1 05

1 05 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase ketersediaan laporan administrasi. Dokumen perencanaan 

dan penganggaran dalam penyelenggaraan penunjang urusan 

pemerintahan daerah

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang urusan 

1 05 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan. penganggaran dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah yang disusun tepat waktu
1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1 05 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

1 05 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1 05 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

1 05 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

1 05 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 

tepat waktu

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

1 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 05 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah yang akuntabel

1 05 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan
1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah

1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

1 05 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah BMD yang dipelihara

1 05 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya
1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

1 05 02
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 

UMUM

Cakupan petugas perlindungan masyarakat

Persentase penegakan perda

Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari 

penegakan hukum Perda dan Perkada (SPM)

1 05 02 2.01

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 

(Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah laporan penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban 

umum dala 1 (satu) daerah kabupaten/kota

1 05 02 2.01 01

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui 

Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan 

Patroli. Pengamanan. dan Pengawalan

Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang 

Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan 

Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan. dan Pengawalan

1 05 02 2.01 03
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 

Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan 

Ketenteraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat 

Kabupaten/Kota

1 05 02 2.01 05

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan 

Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang 

Bernuansa Hak Asasi Manusia

Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan 

Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya

1 05 02 2.02
Penegakan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Jumlah laporan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan 

Peraturan Bupati/Walikota

1 05 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada 

kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 05 02 2.02 02
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap 

Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota

1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
Jumlah laporan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Kabupaten/Kota

1 05 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS 

dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada

1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA persentase penanggulangan bencana

1 05 03 2.01
Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Tingkat 

Waktu Taanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Manajemen 

Kebakaran

1 05 03 2.01 02
Sosialisasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi. Komunikasi. Informasi dan 

Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara 

Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana 

Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya

1 05 04
PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN 

KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Cakupan perlindungan masyarakat (Linmas)

Persentase penegakan Perda

Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari 

penegakan hukum Perda dan Perkada (SPM)

1 05 04 2.01

Pencegahan. Pengendalian. Pemadaman. Penyelamatan. dan Penanganan 

Bahan

Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatkan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

1 05 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulan Kebakaran dalam 

Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya

1 05 04 2.04
Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pencegahan Kebakaran

Jumlah Laporan Pelaksanaan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam 

pencegahan kebakaran

1 05 04 2.04 01
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan 

Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi 

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya

1

1 05

1 05 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

1 05 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah laporan / Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah
1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1 05 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

1 05 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1 05 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

1 05 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

1 05 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 05 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1 05 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

1 05 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan

1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan
1 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1 05 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah
Jumlah Sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah

1 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 

Disediakan

1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah laporan Administrasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

1 05 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

1 05 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan daerah

1 05 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

1 05 01 2.09 10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

yang Dipelihara/Direhabilitasi

1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang 

memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 

(SPM)

Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal (SPM)

1 05 03 2.01
Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Kabupaten/Kota
Pelayanan Informasi Rawan Bencana kabupaten / Kota

1 05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 05 03 2.01 02
Sosialisasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi. Komunikasi. Informasi dan 

Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara 

Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana 

Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya

1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Jumlah Sub Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap 

Bencana

1 05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi

1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan 

Pencegahan dan Mitigasi Bencana

1 05 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara. 

Keluarga. maupun Petugas

1 05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Bencana

1 05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi. Komunikasi. Informasi dan 

Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara 

Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana 

Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya

1 05 03 2.02 08
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 

Kabupaten/Kota

Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan 

Manajerialnya

1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Jumlah Sub Kegiatan dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana

1 05 03 2.03 01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa 

Penyakit/Wabah Prioritas

1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang 

Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan 

Kaji Cepat

1 05 03 2.03 03 Pencarian. Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan. Ditolong. dan Dievakuasi Per 

Jenis Kejadian Bencana

1 05 03 2.03 04
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota

Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik 

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Jumlah Laporan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam 

Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota

1 05 03 2.04 03
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan 

Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam 

Penanggulangan Bencana

1

1 06

1 06 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

1 06 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah yang disusun
1 06 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1 06 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

1 06 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1 06 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

1 06 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 06 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 06 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

1 06 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

1 06 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 06 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1 06 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

1 06 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi 

Kepegawaian

1 06 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah paket sarana penunjang pelaksanaan administrasi umum 

perangkat daerah yang diadakan

1 06 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

1 06 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

1 06 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

1 06 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

1 06 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan
1 06 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

1 06 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

Jumlah sarana penunjang pelaksanaan kinerja dan pelayanan yang 

diadakan

1 06 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Disediakan

1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan layanan jasa yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan kinerja dan pelayanan

1 06 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

1 06 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan
1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara

1 06 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

1 06 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya
1 06 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

1 06 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menerima program 

pemberdayaan sosial

Persentase PSKS yang bersertifikat

1 06 02 2.03
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat 

kemampuannya

1 06 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial 

Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 02 2.03 04
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya 

Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN 

TINDAK KEKERASAN

Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang 

tertangani

1 06 03 2.01

Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari 

Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk

Dipulangkan ke

Desa/Kelurahan Asal

Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi 

kepulangannya ke desa/kelurahan asal

1 06 03 2.01 01

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 

dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke 

Desa/Kelurahan Asal

Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang 

dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke 

Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya diluar 

panti

Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 

diluar panti

Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya diluar panti

Persentase PMKS Tuna Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar 

1 06 04 2.01

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak 

Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar 

Panti Sosial

Jumlah Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar dan

Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan 

Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang
Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang 

Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga 

Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 04 2.01 06

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas 

Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan 

Pengemis dan Masyarakat

Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang 

Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta

Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 04 2.01 07
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan. Akta Kelahiran. Surat 

Nikah. dan Kartu Identitas Anak

Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk 

Kependudukan. Akta Kelahiran. Surat Nikah. dan Kartu Identitas Anak 

bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 04 2.01 08
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan 

Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan 

Kewenangan Kabupaten/Kota



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 06 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

1 06 04 2.02
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan

NAPZA di Luar Panti Sosial

PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial

1 06 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual. dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial Kewenangan 

Kabupaten/Kota

1 06 05
PROGRAM

PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase penyandang cacat fisik dan mental. serta lanjut usia tidak 

potensial serta fakir miskin lainnya yang telah menerima jaminan sosial

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) lainnya yang valid dan terupdate

1 06 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata

1 06 05 2.02 03
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan 

Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah 

kabupaten/kota (SPM)

1 06 06 2.01
Perlindungan Sosial

Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah

1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan
Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa 

Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 06 2.01 02 Penyediaan Sandang

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang 

Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana 

Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 06 2.02
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap

Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi. Sosialisasi dan 

Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota

1 06 06 2.02 02 Koordinasi. Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi. Sosialisasi dan 

Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara

1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara

1 06 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam 

Pahlawan Kabupaten/Kota

1 06 07 2.01 03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota
2

2 07

2 07 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

2 07 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah
2 07 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 07 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 07 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2 07 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

2 07 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2 07 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 07 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah

2 07 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

2 07 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

2 07 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2 07 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan kepegawaian perangkat daerah

2 07 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat daerah

2 07 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

2 07 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

2 07 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

2 07 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

2 07 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

2 07 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2 07 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah
Laporan pengadaan kendaraan dinas

2 07 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Disediakan

2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah

2 07 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

2 07 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

2 07 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah 

penunjang urusan pemerintahan daerah

2 07 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

2 07 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya
2 07 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

2 07 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 07 03
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi

2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang 

bersertifikasi

2 07 03 2.01 01
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari 

Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi 

pada Tahun n
2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Jumlah pelaksanaan layanan antar kerja

2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan layanan antar kerja

2 07 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL

2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan informasi pasar kerja

2 07 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja 

Melalui Sistem Online (Karir Hub)

2 07 04 2.04
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan pelaksanaan perlindungan PMI (Pra dan Purna 

Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

2 07 04 2.04 01
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya

2 07 04 2.05
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah laporan Pelaksanaan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

(RPTKA) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

2 07 04 2.05 01
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 

1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah data pekerja asing yang berada di daerah

2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Cakupan pelaksanaan pengesahan peraturan perusahaan dan 

pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya 

beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

2 07 05 2.01

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja 

Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah laporan pelaksanaan pengesahan peraturan perusahaan dan 

pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya 

beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

2 07 05 2.01 03
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB. Struktur Skala Upah. dan 

LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta 

Pengupahan

2 07 05 2.02
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah laporan Pelaksanaan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah 

Kabupaten/kota

2 07 05 2.02 02

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan 

Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 

1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan

2 07 05 2.02 03

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada 

Organisasi Pengusaha. Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh serta Non Afiliasi

Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi

3

3 32

3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Cakupan pelaksanaan penataan persebaran penduduk transmigrasi

3 32 03 2.01
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota
Jumlah laporan pelaksanaan penataan persebaran penduduk transmigrasi

3 32 03 2.01 03
Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan 

Transmigrasi

Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan 

Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk 

Setempat (TPS)

3 32 03 2.01 06 Pelatihan Transmigrasi
Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan 

Pelatihan
2

2 08

2 08 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 08 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan

2 08 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 08 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

2 08 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2 08 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

2 08 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2 08 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 08 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan yang disusun

2 08 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

2 08 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

2 08 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2 08 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Sub Kegiatan yang Menunjang Kinerja dan Pelayanan ASN

2 08 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah Sub Kegiatan yang Menunjang Pelaksanaan Administrasi Umum 

dalam Rangka Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

2 08 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan
2 08 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

2 08 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

2 08 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

2 08 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

2 08 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

2 08 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah Sub Kegiatan yang Menunjang Pemeliharaan Barang Milik Daerah

2 08 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

2 08 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

2 08 01 2.09 10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

yang Dipelihara/Direhabilitasi

2 08 02
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Daerah

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 08 02 2.01
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga 

Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan yang Menunjang Terlaksananya Pelembagaan 

Pengarusutamaan

Gender (PUG) Pada Lembaga Pemrintah Kewenangan Kabupaten/Kota

2 08 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan 

Kebijakan Pengarustamaan

Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota

2 08 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG

Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan 

Pelaksanaan Pengarustamaan

Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender 

(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota

2 08 02 2.02

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi 

pada Organisasi

Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Sub Kegiatan yang Menunjang Meningkatnya Partisipasi 

Perempuan

2 08 02 2.02 02
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi 

Perempuan dan Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi

Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan 

Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang 

Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

2 08 02 2.03

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan

Kabupaten/Kota

Jumlah Sub Kegiatan yang Menunjang Meningkatnya Pengembangan 

Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

2 08 02 2.03 03
Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan 

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan 

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia

2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan

Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan 

Layanan Bantuan Hukum

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan 

Layanan Pendampingan

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan 

2 08 03 2.01
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Sub Kegiatan yang Menunjang Menurunnya Tingkat Kekerasan 

dan Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Lingkup 

Daerah Kabupaten/Kota

2 08 03 2.01 02
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan 

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 

Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2 08 03 2.02

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban 

Kekerasan yang

Memerlukan Koordinasi Kewenangan

Kabupaten/Kota

Jumlah Sub Kegiatan yang Menunjang Peningkatan Perlindungan 

Perempuan Korban Kekerasan

2 08 03 2.02 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan 

Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi 

dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

2 08 03 2.03

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan

Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Sub Kegiatan yang Menunjang Peningkatan Kapasitas Sumber 

Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan

2 08 03 2.03 02

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan 

Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan 

bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

Mendapat Peningkatan Kapasitas

2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Ketersediaan Data dan Informasi



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 08 04 2.02

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak 

yang Wilayah

Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Sub Kegiatan yang Menunjang Peningkatan Pengelolaan Sistem 

Infomasi Gender dan Anak

2 08 04 2.02 02
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 

Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota

2 08 04 2.02 03
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 

Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase Ketersediaan Data dan Informasi

2 08 05 2.01

Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian

Data Gender dan Anak

Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Sub Kegiatan yang Menunjang Peningkatan Pengelolaan Sistem 

Informasi Gender dan Anak

2 08 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia

2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak 

(Peringkat Kabupaten Layak Anak)

Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak 

(Peringkat Kabupaten Layak Anak)

2 08 06 2.01
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan

Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Sub Kegiatan yang Menunjang Meningkatnya Pemenuhan Hak 

Anak

2 08 06 2.01 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan 

Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2 08 06 2.02
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Sub Kegiatan yang Menunjang Peningkatan Kualitas Hidup Anak

2 08 06 2.02 01
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup 

Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2 08 06 2.02 03

Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak 

Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan 

Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup 

Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2 08 06 2.02 04
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 

Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2

2 09

2 09 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 09 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu
2 09 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 09 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

2 09 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2 09 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

2 09 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 09 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

2 09 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

2 09 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2 09 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

2 09 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2 09 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah

2 09 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

2 09 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

2 09 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

2 09 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

2 09 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 09 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

2 09 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

2 09 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

2 09 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah BMD yang dipelihara

2 09 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

2 09 02
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK 

KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN

Persentase Gapoktan yang mendapatkan sarana dan prasarana 

kedaulatan dan kemandirian pangan

2 09 02 2.01

Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian 

Pangan sesuai Kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan

2 09 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia

2 09 03
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN 

PANGAN MASYARAKAT

Persentase KWT Yang mengikuti pelatihan diversifikasi 

(Penganekaragaman) Pangan

2 09 03 2.01

Penyediaan dan

Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan 

Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan 

dan Harga Pangan

Jumlah umkm yang mendapatkan pembinaan penyediaan pangan lokal

2 09 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

2 09 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia

2 09 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang 

Dikembangkan



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah

2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2 09 03 2.04
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun 

sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Persentase KWT Yang mengikuti pelatihan diversifikasi 

(Penganekaragaman) Pangan

2 09 03 2.04 01
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per 

Tahun
Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

2 09 03 2.04 02
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

Berbasis Sumber Daya Lokal

Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase wilayah/daerah yang rentan kerawanan pangan

2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Persentase wilayah/daerah yang rentan kerawanan pangan

2 09 04 2.01 01
Penyusunan. Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan 

Pangan
Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan

2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan 

Pangan

2 09 04 2.02 02

Pelaksanaan Pengadaan. Pengelolaan. dan Penyaluran Cadangan Pangan 

pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Pengadaan. Pengelolaan. dan Penyaluran Cadangan Pangan pada 

Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota
2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pengawasan Mutu Keamanan Pangan

2 09 05 2.01
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah kelompok tani dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan 

penguatan keamanan pangan

2 09 05 2.01 03
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah 

Kabupaten/Kota

2 09 05 2.01 05
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

2

2 11

2 11 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 11 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
2 11 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 11 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

2 11 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2 11 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

2 11 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2 11 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 11 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

2 11 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

2 11 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 11 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah

2 11 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

2 11 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

2 11 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 11 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

2 11 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

2 11 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah BMD yang dipelihara

2 11 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

2 11 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah

Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

2 11 02 2.02
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen KLHS RPJMD

Jumlah Dokumen KLHS RPJPD

2 11 02 2.02 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD

Kabupaten/Kota yang Disusun

2 11 03
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP
Persentase Kerusakan Lingkungan yang tertangani

2 11 03 2.01
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Kualitas Lingkungan

2 11 03 2.01 01

Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran 

Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah. Air. Udara. dan 

Laut

Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap 

Media Tanah. Air. Udara. dan Laut

2 11 03 2.01 02
Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah 

Kaca. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas 

Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan

2 11 03 2.02
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen DIKPLH

2 11 03 2.02 01
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang 

Dilaksanakan

2 11 03 2.03
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Sumber- sumber Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup

2 11 03 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber 

Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor 

Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan

2 11 03 2.03 04 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan 

Rehabilitasi

2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase RTH Publik yang dipelihara dan dikembangkan dengan baik



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 11 04 2.01
Pengelolaan

Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang 

dikelola

2 11 04 2.01 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup 

Kewenangan Kabupaten/Kota

2 11 04 2.01 05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan 

Kabupaten/Kota

2 11 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola

2 11 05

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

(B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH 

B3)

Persentase Limbah B3 yang tertangani

2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Hasil Pemantauan

2 11 05 2.01 02
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan 

Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3

Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen 

Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3

2 11 06

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN 

LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung 

jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin 

lingkungan. izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota

2 11 06 2.01

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan 

yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi

2 11 06 2.01 03
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup. Izin 

PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin 

Lingkungan. Persetujuan Lingkungan. Surat Kelayakan Operasi oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2 11 06 2.01 04
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya 

dan Rencana PPLH

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan 

Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD

2 11 08
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN. PELATIHAN DAN 

PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Persentase Kelembagaan lingkungan yang terbina

2 11 08 2.01

Penyelenggaraan Pendidikan. Pelatihan. dan Penyuluhan Lingkungan 

Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Sekolah Calon Adiwiyata yang dibina

2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya 

Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan

2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase penanganan pengaduan pelanggaran LH yang tertangani

2 11 10 2.01

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Kabupaten/Kota

Jumlah Pengaduan yang tertangani

2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota
Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang 

Ditindaklanjuti/Ditangani
2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase sampah yang tertangani

2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Jumlah TPA/TPS3R yang dikelola

2 11 11 2.01 02
Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan. Pendauran Ulang 

dan Pemanfaatan Kembali

Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan 

Pembatasan. Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

2 11 11 2.01 03

Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan. Pengumpulan. 

Pengangkutan. Pengolahan. dan Pemrosesan Akhir Sampah di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Jumlah Sampah yang Dipilah. Dikumpulkan. Diangkut. Diolah. Diproses 

Akhir di TPA/TPST/SPA

Kabupaten/Kota
2

2 12

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 12 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan 

2 12 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
2 12 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 12 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

2 12 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2 12 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

2 12 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2 12 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

2 12 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

2 12 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2 12 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ASN Yang Meningkat Kompetensinya

2 12 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase ASN Yang Meningkat Kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

2 12 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Persentase ASN Yang Meningkat Kompetensinya

2 12 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga

Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak
2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga

2 12 02 2.01 02
Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran 

Penduduk

Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan 

Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk

2 12 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga

2 12 02 2.02 02
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El. Formulir. 

dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan

Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El. Formulir. dan 

Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang 

Tersedia
2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga

2 12 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk

2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Persentase Penerbitan Akta Kelahiran

Persentase Penerbitan Akte Kematian
2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Penerbitan Akta Kelahiran

2 12 03 2.01 01
Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan 

Peristiwa Penting

Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan 

Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan

2 12 04
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN
Persentase Ketersediaan Data Base Kependudukan

2 12 04 2.01
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian 

Database Kependudukan
Persentase Ketersediaan Data Base Kependudukan

2 12 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan

2 12 04 2.01 02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

2 12 04 2.03
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan
Persentase Ketersediaan Data Base Kependudukan

2 12 04 2.03 07
Komunikasi. Informasi. dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan 

Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi. Informasi. dan Edukasi kepada 

Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

2 12 04 2.04
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan
Persentase Ketersediaan Data Base Kependudukan

2 12 04 2.04 01
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan
Jumlah Website yang dikelola

2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase Ketersediaan Profil Penduduk dan Catatan Sipil

2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Persentase Ketersediaan Profil Penduduk dan Catatan Sipil

2 12 05 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota

2 12 05 2.01 02
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta 

Kebutuhan yang Lain

Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan 

serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun

2

2 13

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

2 13 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

2 13 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
2 13 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 13 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

2 13 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2 13 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

2 13 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2 13 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 13 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah2 13 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

2 13 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

2 13 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2 13 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah2 13 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

2 13 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

2 13 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan
2 13 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

2 13 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
2 13 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

2 13 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

2 13 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 13 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

2 13 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase kawasan pedesaan yang dibentuk

2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Persentase kawasan pedesaan yang dibentuk

2 13 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa

Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

2 13 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

2 13 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

2 13 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan 

Desa
2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

2 13 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

2 13 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama 

antar Desa

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan 

Lembaga Kerja Sama antar Desa

2 13 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 

Desa

Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan. Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa

2 13 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa 

dan Kelurahan

2 13 05
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. 

LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 

Adat Desa

2 13 05 2.01

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan

Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat 

yang Sama dalam Daerah

Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 

Adat Desa

2 13 05 2.01 02

Fasilitasi Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. 

dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat 

Hukum Adat

Jumlah Dokumen Hasil Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan 

Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. 

Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat

2 13 05 2.01 03

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). 

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. 

Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya

2 13 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan 

Teknologi Tepat Guna

2 13 05 2.01 07
Fasilitasi Bulan Bhakti

Gotong Royong Masyarakat

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

2 13 05 2.01 09

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan

Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam 

Penyelenggaraan

Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

2

2 14

2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

2 14 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan. penganggaran. dan evaluasi rencana kerja 

perangkat daerah yang di susun
2 14 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 14 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

2 14 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2 14 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 14 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2 14 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 14 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah

2 14 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

2 14 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

2 14 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2 14 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

2 14 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

2 14 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah jenis penunjang administrasi umum perangkat daerah

2 14 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan
2 14 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

2 14 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

2 14 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

2 14 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 14 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

2 14 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan
2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Jumlah Barang milik daerah yang dipelihara

2 14 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

2 14 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK cakupan penyediaan informasi data mokro keluarga disetiap desa

2 14 02 2.01
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi 

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka 

Pengendalian Kuantitas Penduduk

Jumlah dokumen penyusunan dan pemanfaatan Grand Design 

Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

2 14 02 2.01 02
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan 

Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design 

Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah laporan hasil pendataan keluarga

2 14 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem 

Informasi Keluarga
2 14 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 14 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan 

KB

Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian 

Lapangan dan Pelayanan KB

2 14 03
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang 

pengendalian penduduk

2 14 03 2.01
Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) 

Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Jumlah jenis sub kegiatan pelaksanaan advokasi. KIE

2 14 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga 

Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga 

Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

2 14 03 2.01 02
Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan 

Budaya Lokal

Jumlah Dokumen Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Program 

Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga 

Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal

2 14 03 2.01 04
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan 

Elektronik serta Media Luar Ruang

Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana 

(Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) 

Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

2 14 03 2.01 06

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat 

Koordinasi Kecamatan (Rakorcam). Rapat Koordinasi Desa (Rakordes). 

dan Mini Lokakarya (Minilok)

Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana 

(Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) 

Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam). Rapat Koordinasi Desa 

(Rakordes). dan Mini Lokakarya (Minilok)

2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai 

Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. 

dan Keluarga Berencana)
2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK

2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 

(PKB/PLKB)

Persentase PKB/PLKB yang didayagunakan

2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat 

Pedesaan (IMP)

2 14 03 2.03
Pengendalian dan Pendistribusian

Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan 

KB di Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah fasilitas kesehatan (Faskes) yang mendapat distribusi alat dan 

obat kontrasepsi

2 14 03 2.03 01
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana 

Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan 

Jejaringnya

Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi 

dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk 

Jaringan dan Jejaringnya
2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 

(MKJP)

Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
2 14 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB

2 14 03 2.03 08
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di 

Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan 

Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan 

Jejaringnya

2 14 03 2.04

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 

Pelayanan dan Pembinaan

Kesertaan Ber-KB

Jumlah kampung KB

2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB Jumlah Kampung KB yang mendapat biaya operasional

2 14 04
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA 

SEJAHTERA (KS)

Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB

Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB

Cakupan anggota bina keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan 

keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri
2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan 

dan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah jenis sub kegiatan pelaksanaan pembinaan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 14 04 2.01 05

Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R

dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS.

PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

2

2 15

2 15 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 15 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
2 15 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 15 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

2 15 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2 15 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

2 15 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2 15 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 15 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

2 15 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

2 15 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2 15 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Meningkatnya Kedisiplinan dan Kapasitas ASN Dalam Menunjang Kinerja 

dan Pelayanan
2 15 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

2 15 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah

2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

2 15 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

2 15 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah jenis Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

2 15 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara

2 15 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

2 15 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

2 15 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

2 15 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 

JALAN (LLAJ)
Persentase Fasilitas LLAJ Yang Berfungsi Baik

2 15 02 2.02
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan

Kabupaten/Kota
Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Diadakan dan Terpelihara

2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia

2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara

2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Fasilitas Pendukung Terminal Yang Terpelihara dan di Rehabilitasi

2 15 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan 

Dipelihara
2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Jenis Pengujian Kendaraan Bermotor

2 15 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 

yang Tersedia

2 15 02 2.05 07
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan 

Bermotor

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 

yang Terpelihara

2 15 02 2.06
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan 

Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah Bulan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas

2 15 02 2.06 01
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk 

Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Jumlah Jenis Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

2 15 02 2.08 02
Pelaksanaan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala 

Kendaraan Bermotor

Jumlah Laporan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji 

Berkala Kendaraan Bermotor
2 15 02 2.08 03 Pelaksanaan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Terminal Jumlah Laporan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Terminal

2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Laut

Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Angkutan Laut

2 15 03 2.01

Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang 

Berdomisili dalam Daerah

Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Jenis Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha 

yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada 

Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota

2 15 03 2.01 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha 

Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan 

Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota

2 15 03 2.07

Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan

Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Data dan Informasi Angkutan Laut Yang Disusun

2 15 03 2.07 01

Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan 

Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan 

dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan 

Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan 

dalam Daerah Kabupaten/Kota

2

2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 16 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersediaan Laporan Administratif. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran dalam penyelenggaraan penunjang urusan 

Pemerintahan Daerah

2 16 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan evaluasi kinerja 

Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu
2 16 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 16 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

2 16 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2 16 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

2 16 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2 16 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 16 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun 

tepat waktu
2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

2 16 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

2 16 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

2 16 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2 16 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah jenis penunjang administrasi umum Perangkat Daerah

2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

2 16 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

2 16 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

2 16 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan
2 16 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah

2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

2 16 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

2 16 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah Jenis Barang Milik Daerah (BMD) yang dipelihara



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 16 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

2 16 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Nilai tingkat kepuasan masyarakat dalam layanan komunikasi dan 

informasi publik

2 16 02 2.01
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota
Jumlah laporan pengelolaan informasi dan komunikasi publik

2 16 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi 

Publik
2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik

2 16 02 2.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

2 16 02 2.01 12
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. Media dan Kemitraan 

Komunitas

Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat. Media dan Komunitas 

dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan

2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Persentase OPD termasuk Kecamatan. Desa/Kelurahan yang terlayani 

akses internet

Persentase sistem aplikasi pemerintahan dan layanan publik yang 

terintegrasi

2 16 03 2.01

Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah bandwith internet yang disediakan

2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2 16 03 2.02
Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah laporan pengelolaan e- goverment lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

2 16 03 2.02 01
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-

Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota
2 16 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola

2 16 03 2.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi 

Data dan Informasi Elektronik

2 16 03 2.02 07
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis 

Elektronik

Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang 

Dikembangkan
2 20

2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase ketersediaan data statistik sektoral per tahun

2 20 02 2.01
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup

Daerah Kabupaten/Kota
Persentase cakupan ketersediaan data statistik sektoral

2 20 02 2.01 01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan. Pengolahan. Analisis dan 

Diseminasi Data Statistik Sektoral

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan. Pengolahan. 

Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2 21

2 21 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK 

PENGAMANAN INFORMASI
Pengamanan Sistem Informasi

2 21 02 2.01
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Persentase komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian

2 21 02 2.01 03
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

2 21 02 2.02

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat 

Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah laporan pengamanan informasi Pemerintah Daerah

2 21 02 2.02 01
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi 

Sandi
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 17

2 17 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Pengganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah 

2 17 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
2 17 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 17 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

2 17 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2 17 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

2 17 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2 17 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 17 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2 17 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

2 17 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

2 17 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2 17 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2 17 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Sub Kegiatan Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah

2 17 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

2 17 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

2 17 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

2 17 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

2 17 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2 17 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

2 17 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

2 17 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 17 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

2 17 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi
2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi yang Aktif

2 17 03 2.01

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan 

Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya 

dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Sub Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi 

Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah 

Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota

2 17 03 2.01 01
Pengawasan Kekuatan. Kesehatan. Kemandirian. Ketangguhan. serta 

Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan. Kesehatan. 

Kemandirian. Ketangguhan. serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota
2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Koperasi yang Aktif

2 17 04 2.01

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam 

Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit 

Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) 

Daerah Kab/Kota

2 17 04 2.01 02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan

2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Koperasi yang Aktif

2 17 05 2.01

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah 

Keanggotaan dalam

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Sub Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi 

Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota

2 17 05 2.01 01
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta 

Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian

2 17 07
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. 

DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Persentase Usaha Kecil

2 17 07 2.01

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan. 

Kemitraan. Kemudahan Perizinan. Penguatan Kelembagaan dan 

Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui 

Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perizinan. Penguatan Kelembagaan 

dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan

2 17 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan

2 17 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan 

Terhadap Usaha Mikro

2 17 07 2.01 05
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam 

Pemberdayaan Usaha Mikro

Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan 

Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Kelembagaan 

Koperasi dan UKM

2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Persentase Pertumbuhan Wirausaha Pemula

Rasio Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Kecil

2 17 08 2.01
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala 

Usaha Menjadi Usaha Kecil

Jumlah Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi 

Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil

2 17 08 2.01 01
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan 

Produksi dan Pengolahan. Pemasaran. SDM. serta Desain dan Teknologi

Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan 

Produksi dan Pengolahan. Pemasaran. SDM. serta Desain dan Teknologi

2

2 18

2 18 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

2 18 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan. penganggaran. dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah yang disusun
2 18 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 18 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 18 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2 18 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

2 18 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2 18 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 18 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu

2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

2 18 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

2 18 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2 18 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

2 18 01 2.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

Daerah
Jumlah dokumen inventaris barang milik daerah pada SKPD

2 18 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah pada SKPD
2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan dan Data Kepegawaian

2 18 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

2 18 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah jenis sub kegiatan penunjang administrasi umum perangkat 

daerah

2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

2 18 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

2 18 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan

2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

2 18 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

2 18 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara

2 18 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

2 18 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 18 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi
2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Nilai Investasi Berskala Nasional

2 18 02 2.01

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal 

yang Menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah fasilitas/insentif yang ditetapkan dan dievaluasi

2 18 02 2.01 01
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal

Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal
2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah dokumen RUPM dan Peta Investasi

2 18 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase Peningkatan Jumlah Investor berskala Nasional

2 18 03 2.01

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi 

Kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah jenis kegiatan promosi penanaman modal

2 18 03 2.01 02
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal 

Kabupaten/Kota

2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinan

2 18 04 2.01

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/ Kota

Jumlah jenis kegiatan pelayanan perizinan dan Non Perizinan

2 18 04 2.01 01
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan 

dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik

2 18 04 2.01 02
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan 

Penanaman Modal

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan 

Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman 

Modal

2 18 04 2.01 03
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya 

Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non 

Perizinan

2 18 04 2.01 04
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif 

Daerah

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi 

dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional

2 18 05 2.01

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi 

Kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah jenis kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal

2 18 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi 

dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

2 18 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan 

Penanaman Modal

2 18 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi 

dan Sinkronisasi Pengawasan

2 18 06
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI 

PENANAMAN MODAL
Persentase Ketersediaan Data dan Informasi

2 18 06 2.01
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang 

Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penanaman Modal

2 18 06 2.01 01

Pengolahan. Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan 

dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah. 

Dikaji dan Dimanfaatkan
2

2 19

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 19 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Presentase Ketersediaan Sarana Prsarana Penunjang Urusan Pemerintah 

2 19 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
2 19 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 19 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

2 19 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2 19 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

2 19 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2 19 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 19 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2 19 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

2 19 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

2 19 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2 19 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2 19 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

2 19 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan
2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan pelaksanaan administasi umum

2 19 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

2 19 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

2 19 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

2 19 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

2 19 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 19 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 19 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

2 19 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

2 19 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 19 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah BMD yang dipelihara

2 19 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya

2 19 02
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 

KEPEMUDAAN

Persentase lembaga kepemudaan yang aktif

Persentase Wirausaha Muda

2 19 02 2.01

Penyadaran.

Pemberdayaan. dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap 

Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota.

Wirausaha Muda Pemula. dan Pemuda Kader

Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyadaran. Pemberdayaan Pemuda

2 19 02 2.01 01
Koordinasi. Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas 

Daya Saing Pemuda Pelopor

Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang 

Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya

2 19 02 2.01 07
Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa 

dan/atau Berprestasi

Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima 

Penghargaan

2 19 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan. Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan. 

Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh 

Kecamatan

2 19 02 2.02
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasu 

Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2 19 02 2.02 01
Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau 

Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha

2 19 03
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 

KEOLAHRAGAAN

Cakupan Binaan olahraga

Cakupan Pelatih yang Bersetifikasi

2 19 03 2.01

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang 

Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota

jumlah laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan 

pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten

/Kota

2 19 03 2.01 01

Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan 

Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah 

Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha

Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga 

yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang 

Dikembangkan

2 19 03 2.01 03
Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia 

dan Termanfaatkan

2 19 03 2.02
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

jumlah laporan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 

Tingkat Daerah

2 19 03 2.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga 

Tingkat Kabupaten/Kota

2 19 03 2.03
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah 

Provinsi

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah 

Provinsi

2 19 03 2.03 02
Pemusatan Latihan Daerah. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Keolahragaan (Sport Science)

Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)

2 19 03 2.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan 

Pengembangan
2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

2 19 03 2.04 04 Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan

2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

2 19 03 2.05 01
Penyelenggaraan. Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga 

Rekreasi

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan. Pengembangan dan Pemasalan 

Festival dan Olahraga Rekreasi
2

2 23

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 23 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

2 23 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
2 23 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 23 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

2 23 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2 23 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

2 23 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2 23 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 23 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun 

Tepat Waktu
2 23 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

2 23 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

2 23 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2 23 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah

2 23 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan
2 23 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

2 23 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

2 23 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

2 23 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 23 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

2 23 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

2 23 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara

2 23 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya

2 23 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Persentase Pengunjung perpustakaan pertahun

Persentase Perpustakaan dalam Kondisi Baik



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

2 23 02 2.01
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pengelolaan Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola

2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah 

Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya

2 23 02 2.01 04
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh 

Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan 

Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan

2 23 02 2.01 06
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan 

Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan 

Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan

2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah jenis sub kegiatan yang ikut membudayakan Gemar Membaca 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2 23 02 2.02 05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan 

Didukung Kegiatannya
2 24

2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip Dinamis Daerah yang dikelola

2 24 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan

2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola

Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian. Penetapana dan Pelaksanaan 

Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

2 24 02 2.02 02 Akuisisi. Pengolahan. Preservasi. dan Akses Arsip Statis
Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi. Pengolahan. Preservasi dan 

Akses Arsip Statis

2 24 03
PROGRAM

PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Persentase Arsip yang dimusnahkan

2 24 03 2.01

Pemusnahan Arsip

Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki 

Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan 

Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

2 24 03 2.01 01
Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki 

Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan 

Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

3

3 25

3 25 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

3 25 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
3 25 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

3 25 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

3 25 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

3 25 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

3 25 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

3 25 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3 25 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

3 25 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

3 25 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah

3 25 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

3 25 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

3 25 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan
3 25 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

3 25 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3 25 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

3 25 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

3 25 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah BMD yang dipelihara

3 25 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Persentase Produksi Perikanan

Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan

3 25 03 2.01

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai.

Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Kelompok Penerima Bantuan sarana Prasarana penangkapan Ikan

3 25 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia

3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kelompok Nelayan yang dibina

3 25 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya

3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Bulan pemenuhan Operasional

3 25 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI)

3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya

Persentase Produksi Budidaya

Persentase Produksi Garam Bahan Baku Industri

Persentase Produksi Garam Konsumsi
3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok yang meningkat Kapasitasnya

3 25 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti 

Pengembangan Kapasitas

3 25 04 2.04
Pengelolaan

Pembudidayaan Ikan
Jumlah Kelompok Penerima bantuan Prasarana Budidaya

3 25 04 2.04 01
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

3 25 04 2.04 02
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

3 25 05
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN
Persentase Produksi Budidaya

3 25 05 2.01

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. 

Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang Dapat

Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan

3 25 05 2.01 02

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah 

Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan

Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang 

Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan

Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Cakupan Bina Kelompok Pengolah Hasil Perikanan

3 25 06 2.02
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha 

Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Jumlah Kelompok yang dibina

3 25 06 2.02 01
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada 

Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang 

Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan 

Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai 

Skala Usaha dan Risiko

3

3 26

3 26 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

3 26 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah yang disusun
3 26 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

3 26 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

3 26 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

3 26 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

3 26 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

3 26 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 26 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi perangkat Daerah

3 26 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

3 26 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

3 26 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3 26 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

3 26 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan
3 26 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

3 26 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

3 26 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

3 26 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3 26 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah
Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan

3 26 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3 26 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

3 26 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

3 26 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah Barang Milik Daerah Yang dipelihara

3 26 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Kunjungan Wisata

Persentase destinasi Pariwisata yang ada dalam RIPDA yang 

dikembangkan

Persentase PAD SektorvPariwisata

3 26 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata 

Kabupaten /Kota

3 26 02 2.02 04
Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam 

Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam 

Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

3 26 02 2.03
Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Kabupaten/Kota
Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota

3 26 02 2.03 05
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi 

Pariwisata Kabupaten/Kota

3 26 02 2.03 06
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan 

Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pemasaran Pariwisata

3 26 03 2.01

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

Daya Tarik. Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata

Kabupaten/Kota

Jumlah Sub Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri

3 26 03 2.01 01
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak. Elektronik. dan Media Lainnya 

Baik Dalam dan Luar Negeri

Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak. 

Elektronik. dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

3 26 03 2.01 02
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 

Pariwisata Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar 

Negeri

3 26 03 2.01 03
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota. 

Baik Dalam dan Luar Negeri

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran 

Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Baik Dalam dan Luar Negeri

Jumlah Tenaga Administrasi Honorer/Pegawai tidak tetap

3 26 05
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN 

EKONOMI KREATIF
Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pembinaan

3 26 05 2.01
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

3 26 05 2.01 01
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat 

Dasar

Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang 

Dikembangkan Kompetensinya

3 26 05 2.01 02
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan 

Pariwisata

Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat 

dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

3 26 05 2.01 05
Fasilitasi Proses Kreasi. Produksi. Distribusi Konsumsi dan Konservasi 

Ekonomi Kreatif

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi. Produksi. Distribusi 

Konsumsi. dan Konservasi Ekonomi Kreatif

3 26 05 2.01 06
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi 

Kreatif

Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan 

Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

3

3 27

3 27 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

3 27 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
3 27 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

3 27 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

3 27 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

3 27 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

3 27 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

3 27 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3 27 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

3 27 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

3 27 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3 27 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

3 27 01 2.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

Daerah
Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah

3 27 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah Jenis sarana yang digunakan dalam pelaksanaan Administrasi 

Umum Perangkat Daerah

3 27 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

3 27 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

3 27 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan
3 27 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

3 27 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3 27 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

3 27 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

3 27 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara

3 27 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

3 27 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

3 27 02
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA 

PERTANIAN

Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan Sarana Pertanian

Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Sarana Pertanian

3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Jumlah Jenis Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang 

dilaksanakan

3 27 02 2.01 01
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan 

Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi

Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai 

dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi

3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

3 27 02 2.02
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan. Tumbuhan. dan 

Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Jenis Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan dan Tanaman yang 

dikelola

3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

3 27 02 2.06
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang 

Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
Jumlah Jenis Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang diadakan

3 27 02 2.06 01
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah 

Kabupaten/Kota Lain

Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota 

Lain

3 27 03
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA 

PERTANIAN

Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Prasarana 

Pertanian
3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian

3 27 03 2.01 01

Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B. Kawasan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan/LCP2B

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B. Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola
3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah Jenis Prasarana pertanian yang dibangun

3 27 03 2.02 01 Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun. Direhabilitasi

. dan Dipelihara

3 27 03 2.02 02 Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun. Direhabilitasi dan Dipelihara

3 27 03 2.02 03 Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun. Direhabilitasi dan Dipelihara

3 27 03 2.02 08
Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di 

Kecamatan serta Sarana Pendukungnya

Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang 

Dibangun. Direhabilitasi dan Dipelihara

3 27 03 2.02 09
Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian 

Lainnya

Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun. Direhabilitasi dan 

Dipelihara

3 27 04
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN 

MASYARAKAT VETERINER

Persentase Angka Kesembuhan Hewan Ternak

Persentase Ternak yang diobati

3 27 04 2.01
Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah 

Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
Rata-Rata Hewan Ternak yang seumbuh dari penyakit Hewan

3 27 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan 

Zoonosis

3 27 04 2.02
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 

Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Jenis Hewan dan Produk Hewan yang diawasi



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

3 27 04 2.02 02
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan 

dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan 

dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Cakupan Kelompok Tani yang dibina

Persentase kelompok tani yang telah memiliki SKT

Persentase Ketersediaan Penyuluh Pertanian

3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Jumlah Jenis Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian yang 

dilaksanakan

3 27 07 2.01 01
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan 

dan Desa

Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya

3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya

3 27 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

3

3 30

3 30 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

3 30 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
3 30 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

3 30 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

3 30 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

3 30 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

3 30 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

3 30 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3 30 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

3 30 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

3 30 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3 30 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

3 30 01 2.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

Daerah
Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah

3 30 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

3 30 01 2.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan/Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan 

Perangkat Daerah

3 30 01 2.04 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan 

Retribusi Daerah
3 30 01 2.04 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek. Subjek dan Wajib Retribusi Daerah

3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah

3 30 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

3 30 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

3 30 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

3 30 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3 30 01 2.06 11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD

3 30 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah
Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Diadakan

3 30 01 2.07 11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang Disediakan
3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3 30 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

3 30 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

3 30 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah BMD yang dipelihara

3 30 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

3 30 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase Penerbitan Izin Perdagangan

3 30 02 2.01
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat. Pusat Perbelanjaan. dan 

Izin Usaha Toko Swalayan
Jumlah Rekomendasi Izin yang diterbitkan

3 30 02 2.01 01

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat. Pusat 

Perbelanjaan. dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar 

Rakyat. Pusat Perbelanjaan. dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3 30 04
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN 

BARANG PENTING

Persentase Ketersediaan Data dan Informasi harga dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

3 30 04 2.02

Pengendalian Harga. dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting di Tingkat Pasar

Kabupaten/Kota

Jumlah Jenis Kegiatan Penunjang Pengendalian Harga. dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

3 30 04 2.02 01

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) 

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok 

dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) 

Kabupaten/Kota

3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang diuji

3 30 06 2.01
Pelaksanaan Metrologi Legal. Berupa Tera. Tera Ulang. dan 

Pengawasan
Jumlah Jenis Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Metrologi Legal

3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal. Berupa Tera. Tera Ulang
Jumlah Alat Ukur. Alat Takar. Alat Timbang. dan Alat Perlengkapan Ditera 

Ulang
3 30 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina

3 31

3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Persentase Kelompok IKM yang mendapatkan bantuan

Persentase Kelompok IKM yang mengikuti Pelatihan

3 31 02 2.01
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri 

Kabupaten/Kota

Jumlah jenis Kegiatan Penunjang Penyusunan. Penerapan dan Evaluasi 

Rencana Pembangunan Industri

3 31 02 2.01 03
Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya 

Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. dan pelaksanaan 

Pembangunan Sumber Daya Industri

3 31 02 2.01 04
Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
4

4 01

Indeks Pelayanan Publik

Indeks Reformasi Birokrasi

4 01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Nilai SAKIP

Persentase Acara/Kegiatan Pemda yg tertata

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Kebijakan dan Kegiatan Pemkab Yang Dipublikasikan

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Jabatan

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
Persentase Pelaksanaan Dialog Audiens dengan Masyarakat

4 01 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

4 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

4 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

4 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

4 01 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

4 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

4 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

4 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

4 01 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

4 01 01 2.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

Daerah
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

4 01 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

4 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

4 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan
4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

4 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

4 01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4 01 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

yang Disediakan
4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

4 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

4 01 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

4 01 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

4 01 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya

4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

4 01 01 2.11
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah

4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah

4 01 01 2.11 02
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah yang Disediakan

4 01 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah

4 01 01 2.11 04
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan

4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan

4 01 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang 

Disediakan

4 01 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang 

Disediakan

4 01 01 2.13 Penataan Organisasi Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Peningkatan Pelayanan Publik

4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan

4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan

4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Cakupan Potensi Daerah Yang dipamerkan

LKPJ Tepat Waktu Nilai LPPD Persentase Batas

Wilayah Yang Dipetakan Persentase Capaian 1000 Hafidz

Persentase Penyelesaian Perkara Hukum Pemda

Persentase Penyelesaian Rancangan Keputusan Kepala Dearah Menjadi 

Keputusan Kepala Daerah

Persentase Penyelesaian Ranperda Menjadi Perda

4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan

4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun

4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun

4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum

4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang 

Didokumentasi
4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

4 01 02 2.04 02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri

4 01 02 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Inflasi Daerah

Persentase Data dan Informasi Bidang SDA Yang digunakan dalam 

Perumusan Kebijakan

Persentase Pelaporan Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai 

standar

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan

Persentase proses pengadaan barang dan jasa yang melalui UKPBJ

4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

4 01 03 2.01 01
Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan 

BUMD dan BLUD

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi 

Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

4 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro 

Kecil

4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 

Pembangunan

4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi 

Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 

Barang dan Jasa

4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi 

Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

4 01 03 2.04 01
Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan. 

Kelautan. dan Perikanan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. dan Evaluasi Kebijakan 

Urusan Pertanian. Pangan. Kehutanan. Kelautan dan Perikanan. 

Perdagangan. Perindustrian. KUKM. Penanaman Modal. Tenaga Kerja

4 01 03 2.04 02
Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan 

Lingkungan Hidup

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. dan Evaluasi Kebijakan 

Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral. Lingkungan Hidup. 

Kominfo. Perhubungan. Statistik. Persandian

4 01 03 2.04 03 Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. dan Evaluasi Kebijakan 

Urusan Energi dan Air. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pertanahan

4

4 02

4 02 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi Perencanaan. 

Penganggran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4 02 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

4 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

4 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

4 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

4 02 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

4 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

4 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

4 02 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

4 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

4 02 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

4 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan
4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DPRD



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

4 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

4 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan
4 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

4 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

4 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

4 02 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

4 02 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

4 02 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya

4 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Tersedia dan Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD

4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan

4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD Jumlah Dokumen dan laporan Layanan Administrasi

4 02 01 2.16 01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan 

DPRD

4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

4 02 02 2.01
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan

DPRD
Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disusun

4 02 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

4 02 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau 

Naskah Akademik yang Difasilitasi
4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran

4 02 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS

4 02 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan 

PPAS
4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD

4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan

4 02 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

4 02 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Pemerintahan dan Hukum



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

4 02 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Infrastruktur

4 02 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan 

Rakyat

4 02 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Perekonomian

4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
Jumlah Pelaksanaan dan Ketersediaan Laporan Peningkatan Kapasitas 

DPRD
4 02 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD

4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi

4 02 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD

4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Jumlah Laporan Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi 

Masyarakat
4 02 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD

4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses

4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksana dan Tersedianya Laporan Fasilitasi Tugas DPRD

4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas 

DPRD
5

5 01

5 01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN Yang memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

5 01 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan.Penganggar danEvaluasi 

KinerjaPerangkat Daerah
5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

5 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

5 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

5 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

5 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

5 01 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Laporan dan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

yang disusun Tepat Waktu
5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

5 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

5 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5 01 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

5 01 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

5 01 01 2.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

Daerah

Jumlah Laporan dan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

PERENCANAAN

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

5 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

5 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang 

disusun

5 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

5 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Laporan dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Jumlah Paket Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah

5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

5 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

5 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

5 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5 01 01 2.06 11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD

5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

5 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

5 01 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah BMD yang dipelihara

5 01 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

5 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

5 01 02
PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Berita Acara Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

5 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik

5 01 02 2.01 04
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat 

Daerah
Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota

5 01 02 2.01 07
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perenca Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang 

Ditetapkan(RPJPD/RPJMD

5 01 02 2.02
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 

Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah 

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

5 01 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan 

Daerah)
5 01 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

5 01 02 2.03
Pengendalian. Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen pengendalian. evaluasi dan Laporan Monitoring 

PembangunanDaerah dan Dokumen Evaluasi dan Pengendalian

5 01 02 2.03 01
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 

Daerah di Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan 

Pembangunan

5 01 02 2.03 03
Monitoring. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

5 01 02 2.04
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang 

Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

di Bidang Pembangunan Daerah

5 01 02 2.04 02
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang 

Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

5 01 03
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Sektor Pembangunan Bidang 

Infrastruktur dan Kewilayahan

Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Sektor Pembangunan Bidang 

Perekonomian. SDA. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

5 01 03 2.01
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia

Jumlah Dokumen dan Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang 

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

5 01 03 2.01 01
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Pemerintahan (RPJPD. RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan 

RKPD)

5 01 03 2.01 02
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Pemerintahan

Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

5 01 03 2.01 03
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

5 01 03 2.01 05
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD 

dan RKPD)

5 01 03 2.01 06
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

5 01 03 2.01 07
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia

5 01 03 2.01 08
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 

pada Bidang Pembangunan Manusia

5 01 03 2.02
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber 

Daya Alam)

Jumlah Dokumen dan Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang 

Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

5 01 03 2.02 01
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan 

RKPD)

5 01 03 2.02 02
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Perekonomian

Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

5 01 03 2.02 03
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Perekonomian

5 01 03 2.02 04
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 

pada Bidang Perekonomian

5 01 03 2.02 05

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang SDA (RPJPD. RPJMD

dan RKPD)

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang 

Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)

5 01 03 2.02 06
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang SDA

Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

5 01 03 2.02 07
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Jumlah Dokumen dan Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang 

Infrastruktur dan Kewilayahan

5 01 03 2.03 01
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)

5 01 03 2.03 02
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Infrastruktur

Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

5 01 03 2.03 03
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Infrastruktur

5 01 03 2.03 04
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 

pada Bidang Infrastruktur

5 01 03 2.03 05
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Kewilayahan (RPJPD. RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)

5 01 03 2.03 06
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Kewilayahan

Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

5 01 03 2.03 07
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Kewilayahan

5 01 03 2.03 08
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 

pada Bidang Kewilayahan
5 05

5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Persentase implementasi rencana kelitbangan

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi 

daerah

5 05 02 2.01
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang 

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

5 05 02 2.01 01
Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi 

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan 

Pembangunan

5 05 02 2.03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

5 05 02 2.04 03
Diseminasi Jenis. Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang Bersifat Inovatif

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis. Prosedur dan 

Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

5

5 02

5 02 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase kesediaan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan 

daerah

5 02 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran serta dokumen 

evaluasi rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan 

pengambilan kebijakan
5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

KEUANGAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

5 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

5 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

5 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

5 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

5 02 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

5 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

5 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5 02 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

5 02 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah

5 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan
5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah sarana dan prasarana yang digunakan

5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

5 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

5 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan
5 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

5 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

5 02 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah barang milik daerah yang dipelihara

5 02 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu

Persentase kesesuaian program. kegiatan dan sub kegiatan yang 

diakomodir dalam APBD Tahun berkenaan

Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu

5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah jenis dokumen Rencana Anggaran Daerah

5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun

5 02 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun

5 02 02 2.01 03 Koordinasi. Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi

5 02 02 2.01 04 Koordinasi. Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi

5 02 02 2.01 05 Koordinasi. Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi

5 02 02 2.01 06 Koordinasi. Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi

5 02 02 2.01 07
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD

5 02 02 2.01 08
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 

dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

5 02 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

5 02 02 2.02
Koordinasi dan Pengelolaan

Perbendaharaan Daerah
Jumlah jenis laporan pengelolaan perbendaharaan daerah

5 02 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

5 02 02 2.02 02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Sebelumnya

5 02 02 2.02 03
Penyiapan. Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan 

SPD

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan 

SPD
5 02 02 2.02 04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah

5 02 02 2.02 05
Koordinasi. Fasilitasi. Asistensi. Sinkronisasi. Supervisi. Monitoring dan 

Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Fasilitasi. Asistensi. Sinkronisasi. 

Supervisi. Monitoring. dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan 

Dana Transfer Lainnya

5 02 02 2.02 06

Koordinasi. Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non 

Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan 

Bank

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Pelaksanaan Kerja Sama dan 

Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan 

Lembaga Keuangan Bukan Bank

5 02 02 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan 

Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga 

(PFK)

Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. 

Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotonga dan 

Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi 

dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan 

Pemungutan/Pemotonga dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

5 02 02 2.02 09
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan 

dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran 

Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi 

Terkait

5 02 02 2.02 10

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan 

dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan 

Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan 

Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan 

Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

5 02 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten/Kota

5 02 02 2.03
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Daerah
Jumlah jenis laporan rekonsiliasi akuntansi

5 02 02 2.03 01
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Daerah

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas Daerah



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

5 02 02 2.03 03
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Bulanan. Triwulanan dan Semesteran

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan. 

Triwulanan dan Semesteran

5 02 02 2.03 04
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi

5 02 02 2.03 05

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Kabupaten/Kota

5 02 02 2.03 11
Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah lembaga pengelola dana darurat dan mendesak

5 02 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 

Keuangan

5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

5 02 02 2.05
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah

Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Jenis jumlah laporan dan aplikasi yang digunakan

5 02 02 2.05 01 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan 

Daerah

5 02 02 2.05 02
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah 

Bidang Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang dimanfaatkan

5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah Dokumen RKBMD dan Laporan Barang Milik Daerah

Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang dimanfaatkan

5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun

5 02 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

5 02 03 2.01 04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah

5 02 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah

5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah

5 02 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi 

Penilaian Barang Milik Daerah

5 02 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

5 02 03 2.01 10
Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtanganan. 

Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. 

Pemindahtanganan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah

5 02 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah
5 02 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun

5 02 03 2.01 13
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik 

Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5

5 02

5 02 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

KEUANGAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

5 02 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah
5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

5 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

5 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

5 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

5 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

5 02 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

5 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

5 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5 02 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

5 02 01 2.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

Daerah
Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah

5 02 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

5 02 01 2.04
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan

Perangkat Daerah
Jumlah Sub Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan

5 02 01 2.04 01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah

5 02 01 2.04 02
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah. serta Penyusunan 

Kebijakan Retribusi Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah 

dan Kebijakan Retribusi Daerah

5 02 01 2.04 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan 

Retribusi Daerah
5 02 01 2.04 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek. Subjek dan Wajib Retribusi Daerah

5 02 01 2.04 05 Pengolahan Data Retribusi Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Data 

Retribusi Daerah
5 02 01 2.04 06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah

5 02 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah

5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Sub Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan

5 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan
5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Sub Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan

5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan
5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan
5 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

5 02 01 2.06 11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD

5 02 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah
Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan

5 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

5 02 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah BMD yang dipelihara

5 02 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

5 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase realisasi penerimaan pajak daerah

5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Sub Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan

5 02 04 2.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah

5 02 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan 

Pajak Daerah

5 02 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah. 

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

5 02 04 2.01 07
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 

serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya

5 02 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah

5 02 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan 

Verifikasi
5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah

5 02 04 2.01 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

5 02 04 2.01 13 Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan 

Pajak Daerah

5 02 04 2.01 14
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi 

Daerah
5

5 03

5 03 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

5 03 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
5 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

5 03 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

5 03 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

5 03 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

5 03 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

5 03 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

KEPEGAWAIAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Perangkat daerah Yang disusun tepat waktu

5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

5 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

5 03 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5 03 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian

5 03 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah jenis Sub kegiatan penunjang administrasi Umum perangkat 

daerah

5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

5 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

5 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

5 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

5 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

5 03 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara

5 03 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

5 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Persentase Jabatan Administrasi Yang Terisi Pada Instansi Pemerintah

Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Yang Terisi Pada Instansi Pemerintah

Persentase Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Yang Terisi Pada 

Instansi Pemerintah

5 03 02 2.01
Pengadaan.

Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Jumlah Laporan Pengadaan. Pemberhentian. dan Informasi Kepegawaian 

ASN

5 03 02 2.01 02
Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk 

Pelaksanaan Pengadaan ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan 

Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi 

Pemberhentian
5 03 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian

5 03 02 2.01 12 Evaluasi Data. Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data. Informasi dan Sistem Informasi 

Kepegawaian
5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah laporan Mutasi dan Promosi ASN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. 

Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah

5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN

5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah laporan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja

5 03 02 2.04 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja 

Aparatur
5 03 02 2.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa

5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan

5 04

5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis

5 04 02 2.01 03

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum. Inti. dan 

Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan 

Konkuren. Perangkat Daerah Penunjang. dan Urusan Pemerintahan 

Umum

Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi

5 04 02 2.02
Sertifikasi. Kelembagaan. Pengembangan

Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Jumlah Laporan Pelaksanaan Sertifikasi. Kelembagaan. Pengembangan 

Kompetensi Manajerial dan Fungsional

5 04 02 2.02 03
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten/Kota
Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota

5 04 02 2.02 08

Pembinaan. Pengoordinasian. Fasilitasi. Pemantauan. Evaluasi. dan 

Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi. Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga 

Pengembang Kompetensi. Pengelolaan Sumber Belajar. dan Kerja Sama. 

serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan 

Tinggi. Kepemimpinan. dan Prajabatan

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan. Koordinasi. Fasilitasi. Pemantauan. 

Evaluasi. dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi. Pengelolaan 

Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi. Pengelolaan 

Sumber Belajar. dan Kerja Sama

6

6 01

6 01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

6 01 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
6 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

6 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

6 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

6 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

6 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

6 01 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

6 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

INSPEKTORAT DAERAH



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

6 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

6 01 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

6 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah

6 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

6 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

6 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

6 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

6 01 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah BMD yang dipelihara

6 01 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

6 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang dilaksanakan

6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal yang disusun

6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

6 01 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja

6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan

6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa

6 01 02 2.01 07
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan 

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang disusun

6 01 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

6 01 03
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN 

ASISTENSI

Persentase Ketersediaan Dokumen Peningkatan Kapabilitas APIP

Persentase Pendampingan. Asistensi. Reviu dan Evaluasi yang 

dilaksanakan

6 01 03 2.01
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi 

Pengawasan

Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi 

Pengawasan yang disusun

6 01 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang 

Disusun

6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi
Jumlah Laporan Hasil Pendampingan. Asistensi. Reviu dan Evaluasi yang 

disusun

6 01 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi 

Urusan Pemerintahan Daerah

6 01 03 2.02 02 Pendampingan. Asistensi. Verifikasi. dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan. Asistensi. 

Verifikasi. dan Penilaian Reformasi Birokrasi



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

6 01 03 2.02 03
Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi

Jumlah Kegiatan Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

6 01 03 2.02 04 Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan. Asistensi dan 

Verifikasi Penegakan Integritas
7

7 01

7 01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

7 01 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

7 01 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

7 01 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah

7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

7 01 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara

7 01 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

7 01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK
Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 02 2.01
Koordinasi

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 

di Tingkat Kecamatan

7 01 02 2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 05 2.01
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 

Kepala Daerah

Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 

Kepala Daerah

7 01 05 2.01 01

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka 

Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka 

Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. 

Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7 01 05 2.01 04

Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku. Umat Beragama. Ras. 

dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. 

Regional. dan Nasional

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan 

Intra Suku . Umat Beragama. Ras. dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. 

Regional. dan Nasional

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa

7 01 06 2.01
Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa
Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa

7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

7

7 01

7 01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK
Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 02 2.02
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan 

oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

7 01 02 2.02 03
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan

7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7

7 01

7 01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK
Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 02 2.02
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan 

oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

7 01 02 2.02 03
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan

7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01

7 01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK
Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 02 2.02
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan 

oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

7 01 02 2.02 03
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan

7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01

7 01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK
Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 02 2.02
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan 

oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Jenis Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

7 01 02 2.02 03
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Jenis Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan

7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01

7 01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

persentase ASN yang meningkat kompetensinya

persentase ketersediaan laporan administrasi. dokumen perencanaan. 

dan penyelenggaraan urusan pemerintahan

7 01 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

jumlah dokumen perencanaan. penganggaran dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN

UNSUR KEWILAYAHAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

7 01 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah

7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

7 01 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah jenis penunjang administrasi umum perangkat daerah

7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah

7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

7 01 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara

7 01 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

7 01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK
indeks pelayanan kecamatan

7 01 02 2.01
Koordinasi

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
jumlah penyelenggaraan kegiatan

7 01 02 2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN persentase kelompok pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan jumlah jenis kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan

7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan

7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM indeks pelayanan kecamatan

7 01 05 2.01
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 

Kepala Daerah
jumlah pelaksanaan hari besar naional dan keagamaan

7 01 05 2.01 01

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka 

Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka 

Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. 

Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

jumlah pelaksanaan hari besar

7 01 05 2.01 04

Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku. Umat Beragama. Ras. 

dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. 

Regional. dan Nasional

jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan

7

7 01

7 01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

7 01 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

7 01 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

7 01 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah

7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

7 01 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah BMD yang dipelihara

7 01 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

7 01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK
Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 02 2.01
Koordinasi

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Jenis Penyelenggaraan Kegiatan

7 01 02 2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 05 2.01
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 

Kepala Daerah
Jumlah Pelaksanaan Hari-Hari Besar dan Keagamaan

7 01 05 2.01 01

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka 

Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka 

Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. 

Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7 01 05 2.01 04

Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku. Umat Beragama. Ras. 

dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. 

Regional. dan Nasional

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan 

Intra Suku . Umat Beragama. Ras. dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. 

Regional. dan Nasional
7

7 01

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Persentase Sarana Prasarana Desa/Kelurahan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan 

Desa/Kelurahan yang dilaksanakan
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Persentase Sarana Prasarana Desa/Kelurahan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan 

Desa/Kelurahan yang dilaksanakan
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Persentase Sarana Prasarana Desa/Kelurahan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan 

Desa/Kelurahan yang dilaksanakan
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Persentase Sarana Prasarana Desa/Kelurahan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan 

Desa/Kelurahan yang dilaksanakan
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Persentase Sarana Prasarana Desa/Kelurahan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan 

Desa/Kelurahan yang dilaksanakan
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Persentase Sarana Prasarana Desa/Kelurahan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan 

Desa/Kelurahan yang dilaksanakan
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

KECAMATAN

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN

UNSUR KEWILAYAHAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Persentase Sarana Prasarana Desa/Kelurahan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan 

Desa/Kelurahan yang dilaksanakan
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Persentase Sarana Prasarana Desa/Kelurahan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan 

Desa/Kelurahan yang dilaksanakan
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Persentase Sarana Prasarana Desa/Kelurahan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan 

Desa/Kelurahan yang dilaksanakan
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Persentase Sarana Prasarana Desa/Kelurahan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan 

Desa/Kelurahan yang dilaksanakan
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Persentase Sarana Prasarana Desa/Kelurahan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan 

Desa/Kelurahan yang dilaksanakan
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Persentase Sarana Prasarana Desa/Kelurahan

KECAMATAN

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan 

Desa/Kelurahan yang dilaksanakan
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01

7 01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

7 01 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD
7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

7 01 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

JUmlah Orang Yang menerima Gaji Dan Tunjangan
7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

7 01 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Harian beserta Atribut Kelengkapan

7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah

7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

7 01 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah BMD yang di Pelihara

7 01 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

7 01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK
Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 02 2.01
Koordinasi

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 

di Tingkat Kecamatan

7 01 02 2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Jenis Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan 

Togo-togo

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan

7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 05 2.01
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 

Kepala Daerah

Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 

Kepala Daerah

7 01 05 2.01 01

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka 

Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka 

Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. 

Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7 01 05 2.01 04

Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku. Umat Beragama. Ras. 

dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. 

Regional. dan Nasional

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan 

Intra Suku . Umat Beragama. Ras. dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. 

Regional. dan Nasional
7

7 01

7 01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

7 01 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

7 01 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah

7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

7 01 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan
7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah

7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

7 01 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara

7 01 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

7 01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK
Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 02 2.01
Koordinasi

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 02 2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 05 2.01
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 

Kepala Daerah

Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 

Kepala Daerah

7 01 05 2.01 01

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka 

Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka 

Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. 

Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7 01 05 2.01 04

Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku. Umat Beragama. Ras. 

dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. 

Regional. dan Nasional

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan 

Intra Suku . Umat Beragama. Ras. dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. 

Regional. dan Nasional

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan

7 01 06 2.01
Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa

Jumlah Jenis Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan

7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

7

7 01

7 01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK
Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 02 2.01
Koordinasi

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Persentase Sarana Prasarana Desa/Kelurahan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan

7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01

7 01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK
Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 02 2.01
Koordinasi

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Persentase Sarana Prasarana Desa/Kelurahan

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan

7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01

7 01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK
Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 02 2.01
Koordinasi

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Persentase Sarana Prasarana Desa/Kelurahan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan

7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01

7 01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK
Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 02 2.01
Koordinasi

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Persentase Sarana Prasarana Desa/Kelurahan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan

7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01

7 01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK
Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 02 2.01
Koordinasi

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Persentase Sarana Prasarana Desa/Kelurahan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan

7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01 KECAMATAN

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

7 01 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

7 01 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

7 01 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah Staf yang mengikuti Latpim
7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah

7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

7 01 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

7 01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK
Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 02 2.01
Koordinasi

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 

di Tingkat Kecamatan

7 01 02 2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 05 2.01
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 

Kepala Daerah

Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 

Kepala Daerah

7 01 05 2.01 01

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka 

Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka 

Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. 

Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7 01 05 2.01 04

Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku. Umat Beragama. Ras. 

dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. 

Regional. dan Nasional

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan 

Intra Suku . Umat Beragama. Ras. dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. 

Regional. dan Nasional

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Persentase Ketersediaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 

Desa/Kelurahan

7 01 06 2.01
Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa

Jumlah kordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang 

dilkasanakan

7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

7

7 01

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Persentase Sarana Prasarana Desa/Kelurahan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Jumlah Jenis Kegiatan Sarana.prasarana dan Pemberdayaan Kelurahan 

yang dilaksanakan
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01

7 01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN Yang Meningkat Kompetensinyas

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi.Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Pemerintahan 

Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

7 01 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan.Penganggar Kinerja Perangkat Daerah

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

7 01 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Perangkat Daerah

7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

7 01 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah

7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

7 01 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah BMD yang dipelihara

7 01 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

7 01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK
Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 02 2.01
Koordinasi

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 02 2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase koordinasi ketentraman dan Ketertiban

7 01 04 2.01
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum

Jumlah Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban

7 01 04 2.01 01
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan

7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 05 2.01
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 

Kepala Daerah

Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan 

Kepala Daerah

7 01 05 2.01 01

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka 

Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka 

Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. 

Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7 01 05 2.01 04

Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku. Umat Beragama. Ras. 

dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. 

Regional. dan Nasional

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan 

Intra Suku . Umat Beragama. Ras. dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. 

Regional. dan Nasional

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Persentase Koordinasi Monitoring dan evaluasi Pembangunan 

desa/Kelurahan

7 01 06 2.01
Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa

Jumlah kegiatan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan 

pengawasan Pembangunan Desa

7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

7

7 01

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kelompok pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Jenis Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan

7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan
7

7 01

7 01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang Meningkat Kompetensinya

Persentase Ketersediaan Saran dan Prasarana Penunjang urusan 

Penerintahan Daerah

Pesentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

7 01 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

7 01 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan SKPD

7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

Jumlah Laporan Buku Kas (BKU). SPJ.

Fungsional dan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan

7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

7 01 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan
7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah

7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

7 01 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah BMD Yang Dipelihara

7 01 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

7 01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK
Indeks Pelayanan Publik



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 02 2.01
Koordinasi

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Jenis Penyelenggaraan Kegiatan

7 01 02 2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Pelayanan Publik

7 01 05 2.01
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 

Kepala Daerah

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 

Daerah

7 01 05 2.01 01

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka 

Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka 

Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. 

Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7 01 05 2.01 04

Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku. Umat Beragama. Ras. 

dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. 

Regional. dan Nasional

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan 

Intra Suku . Umat Beragama. Ras. dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. 

Regional. dan Nasional

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Indeks Pelayanan Kecamatan

Persentase Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan

7 01 06 2.01
Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa

Jumlah Jenis Fasilitasi. rekomendasi. dan Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan

7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

7

7 01

7 01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Persentase Ketersedian Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

7 01 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

7 01 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

7 01 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan
7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daera

7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

7 01 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara

7 01 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya
7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

7 01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK
Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 02 2.01
Koordinasi

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan 

Pemerintah di Tingkat Kecamatan

7 01 02 2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 05 2.01
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 

Kepala Daerah

Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 

Kepala Daerah



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 05 2.01 01

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka 

Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka 

Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. 

Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7 01 05 2.01 04

Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku. Umat Beragama. Ras. 

dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. 

Regional. dan Nasional

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan 

Intra Suku . Umat Beragama. Ras. dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. 

Regional. dan Nasional

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan

7 01 06 2.01
Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Sinkronisasi dalam Pengelolaan Keuangan 

dan Pembangunan Desa

7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

7 01 06 2.01 09
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa

Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

dengan Pembangunan Desa
7

7 01

7 01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meniungkat Kompetensinya

Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraaan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan 

7 01 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

7 01 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

7 01 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

KECAMATAN

UNSUR KEWILAYAHAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha Daearah

7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah

7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

7 01 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Jumlah BMD Yang dipelihara

7 01 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

7 01 01 2.09 10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

yang Dipelihara/Direhabilitasi

7 01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK
Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 02 2.01
Koordinasi

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 

Pemerintah di Tingkat Kecamatan

7 01 02 2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 05 2.01
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 

Kepala Daerah

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 

Daerah

7 01 05 2.01 01

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka 

Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka 

Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. 

Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7 01 05 2.01 04

Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku. Umat Beragama. Ras. 

dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. 

Regional. dan Nasional

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan 

Intra Suku . Umat Beragama. Ras. dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. 

Regional. dan Nasional
7

7 01

7 01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ASN yang meningkat kompotensinya

Persentase ketersedian laporan administrasi. Dokumen Perencanaan dan 

Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjangn Urusan 

Pemerintahan

Persentase ketersedian sarana prasarana penunjang sarana dan prasarana 

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perubahan Renja 2023 yang disusun

Jumlah Dokumen Perubahan Renja Tahun 2022 Yang disusun

7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

7 01 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD

7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD
7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan
7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Administari umum perangkat daerah

7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan
7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

yang Disediakan

7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

7 01 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintahan

7 01 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

7 01 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK
Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 02 2.01
Koordinasi

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah dokumen rekapitulasi hasil musrenbang

Jumlah Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan

Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

7 01 02 2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Pelayanan Kecamatan

7 01 05 2.01
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 

Kepala Daerah

Jumlah jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai 

penugasan kepala daerah

7 01 05 2.01 01

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka 

Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka 

Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. 

Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7 01 05 2.01 04

Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku. Umat Beragama. Ras. 

dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. 

Regional. dan Nasional

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan 

Intra Suku . Umat Beragama. Ras. dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. 

Regional. dan Nasional

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Indeks Pelayanan Kecamatan

Persentase Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa/keluran

7 01 06 2.01
Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa

Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan

Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan 

desa/kelurahan

7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

8

8 01

8 01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketersediaan Laporan administrasi. Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran dalam Penyelenggaraan Penunjan Urusan 

Pemerintahan Daerah

8 01 01 2.01
Perencanaan. Penganggaran. dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran Kinerja Perangkat Daerah

8 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

8 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

8 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

8 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

8 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

8 01 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terbayarnya Tunjangan Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan Kerja ASN 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

8 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

8 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

8 01 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La 

Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Subkegiatan Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah

8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

8 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

8 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

8 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah
8 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

8 01 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Jumlah Subkegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

8 01 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

8 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

8 01 02
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER 

KEBANGSAAN

Indeks Kerukunan Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan

Indeks Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

8 01 02 2.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Jumlah Sub Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan bidang ideologi dan karakter bangsa

8 01 02 2.01 02

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. 

Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal 

Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela 

Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika 

dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun

8 01 02 2.01 04

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela 

Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika 

dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan 

Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. 

Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

8 01 02 2.01 05

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi 

Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran 

Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 

Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. 

Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

8 01 03

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA

PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN 

PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA

POLITIK

Persentase Partisipasi Masyarakat Masyarakat Dalam Pemilu

Persentase Tingkat Patrisipasi Pemilid dalam Pemilu



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

8 01 03 2.01

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. 

Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. 

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan 

Situasi Politik

Jumlah Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan dibidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan

8 01 03 2.01 03

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. 

Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. 

Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 

Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik 

di Daerah

8 01 03 2.01 04

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. 

Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. 

Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. 

Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan 

Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

8 01 03 2.01 05

Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan 

Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik 

di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 

Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik 

di Daerah

8 01 04
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN

Persentase Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan 

diawasi

8 01 04 2.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Jumlah Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan dibidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan

8 01 04 2.01 02

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas. 

Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. 

Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. 

Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas 

Asing di Daerah yang Disusun

8 01 04 2.01 05

Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran 

Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. 

Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 

Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi 

Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

8 01 05
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN 

EKONOMI. SOSIAL. DAN BUDAYA
Cakupan Jumlah Konflik Antar Umat Beragama dan Etnis yang tertangani

8 01 05 2.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya

Jumlah Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan diBidang Katahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya

8 01 05 2.01 04

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya 

dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan 

Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi. 

Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. 

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di 

Daerah

8 01 05 2.01 05

Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan 

Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan 

Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat 

Kepercayaan di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 

Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan 

Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 

Penghayat Kepercayaan di Daerah

8 01 06

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN 

PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK 

SOSIAL

Persentase Penurunan Jumlah Konflik dilingkungan Masyarakat

8 01 06 2.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan 

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Jumlah Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 

Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penaganan Konflik Sosial

8 01 06 2.01 04

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama 

Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 

Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan 

Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. 

Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan 

Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi 

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

8 01 06 2.01 05

Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan 

Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing 

dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi 

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 

Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. 

Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar 

Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan 

Konflik di Daerah

8 01 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 

Kabupaten/Kota


